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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normative yang berjudul
“Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Pasca PSBB
Nomor. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan New Normal” yang
bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Analisis
Peraturan Walikota Surabaya Pasca PSBB Nomor. 33 Tahun 2020 serta
bagaimana, Analisis Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemberlakuan
Peraturan Walikota Surabaya Pasca PSBB Nomor.33 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Tatanan New Normal.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan
yang dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang
selanjutnya dianalisis secara deduktif sehingga menjadi data yang konkrit
mengenai Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor.33 Tahun 2020,
selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan Teori hukum
Islam, yaitu Wizarah Al-Tafwidh dalam Figh Siyasah.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya, melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun
2020. Dengan berlakunya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun
2002 Tentang Pedoman Tatanan New Normal di masa PSBB (Pembatasan
Sosisal Berskala Besar) dan Pandemi Covid-19, peraturan ini masih belum
cukup efektif untuk produktifitas warga Kota Surabaya dikarenakan masih
banyaknya warga yang enggan menerapkan protokol kesehatan, salah satu
nya adalah physical distancing atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
Besar). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 ini dianggap
tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perundang-Undangan yang memuat sanksi, yang dimana hakikat
pemberlakuan sanksi adalah pengurangan hak masyarakat yang harus diatur
dalam melibatkan masyarakat yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya dibutuhkan perubahan
yang signifikan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor.33 Tahun 2020
agar terwujudnya keadilan Hak Asasi Manusia dan Penanganan Dampak
Pasca Pemberlakuan PSBB, demi tercapainya sistem ketatanegaraan yang
baik dan sesuai.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan iklim dan peningkatan resistensi anti-mikroba telah
mendorong peningkatan munculnya new-emerging diseases dan re-
emegering diseases yang berpotensi pandemic dengan karakteristik risiko
kematian yang tinggi dan penyebaran yang sangat cepat. Globalisasi yang
mengakibatkan peningkatan mobilitas manusia dan hewan lintas negara serta
perubahan gaya hidup manusia juga telah berkontribusi mempercepat proses
penyebaran wabah menjadi ancaman keamanan kesehatan global.
Peningkatan ancaman keamanan kesehatan global tersebut menjadi ancaman
serius bagi sistem kesehatan Nasional dan mengakibatkan kerusakan besar
bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-
cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa
Indonesia. Tujuan Nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselengagarakanlah upaya

pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian



pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya
pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah
satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk
meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya
berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur
berkembang kearah keterpaduan upaya Kesehatan untuk seluruh masyarakat
dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya
promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang bersifat menyeluruh.t
Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan
penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit
yang serius seperti MERS (Middle East Respiratory Syndrome) dan
SARS ( Severe Acute Respiratory Syndrome). Penularannya dari hewan ke
manusia (Zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas.?
Virus ini memiliki beberapa gejala diantaranya demam dengan suhu diatas 38
derajat celcius, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di Rumah
Sakit. Gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut dan mempunyai
penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit paru obstruktif menahun atau

penyakit jantung.

! Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.

2 Kementrian Kesehatan,”Tentang Novel Corona
Virus”,https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-
19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf, “diakses pada” 28 Oktober 2020.
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Penutupan perbatasan wilayah Indonesia atau pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) dalam rangka penanggulangan penyebaran virus
Corona tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan dimana yang dimaksud adalah upaya untuk
mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan beberapa faktor
risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulakan kedaruratan
kesehatan masyarakat.® Kedaruratan Kesehatan masyarakat sendiri adalah
kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai
penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi
nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan
yang menimbulkan bahaya Kesehatan dan berpotensi menyebar lintas
wilayah atau lintas negara. Sebelum menetapkan kedaruratan Kesehatan
masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan
faktor resiko yang dapat menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat.
Dikutip dari artikel “WHO Announces COVID-19 Outbreak A Pandemic”
telah diterangkan bahwa : “The meeting follows the announcement yesterday
by DrTedros Adhanom Ghebreyesus, WHO's Director-General, that Covid-
19 can be characterized as a Pandemic. This is due to the rapid increase in
the number of cases outside China over the past 2 weeks that has affected a
growing number of countries.”

Berdasarkan uraian tersebut, jika diterjemahkan secara bebas, World
Health Organization telah menganggap Covid-19 atau virus Corona sebagai

pandemi.

3 Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2018



Ketika  Presiden Jokowi mengumumkan langkah-langkah
pengendalian penyebaran Covid-19 yang dianggap ahli kesehatan dinilai
lamban, saat itu Jokowi memerintahkan kepala daerah mulai Provinsi hingga
kabupaten dan kota menetapkan situasi penyebaran Covid-19 diwilayahnya
dengan berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB). Pernyataan Presiden tersebut dan kemudian menyusul pada
penetapan Indonesia dalam status bencana nasional Non Alam Covid-19 yang
meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir kemudian.*

Ditahun 2020, perkembangan permulaan virus ini cukup signifikan
karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan
dampaknya termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Pemerintah telah
membatasi perjalanan antar kota untuk menahan penyebaran virus Corona.
Pembatasan ini termasuk pemberlakuan pembatasan Nasional.® Walaupun
begitu, masih ada beberapa orang yang melanggar pembatasan skala besar
dengan melakukan perjalanan antar kota secara diam-diam. Selain
pembatasan bepergian antar kota, pemerintah dan Dinas Perhubungan juga
menerapkan pembatasan penumpang, baik di transportasi umum maupun
kendaraan pribadi. Ada kemungkinan akan muncul Episentrum baru
penyebaran Corona dari kota lain dan bisa menjadi sesuatu yang
dikhawatirkan. Menurut data kesehatan yang dihimpun Kementrian

Kesehatan (terakhir diperbarui 03 Mei 2020 pukul 16.00 WIB) Jawa Timur

4 Islamul Haq, Rindam Nasruddin,”Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah” Jurnal Social dan Budaya Syar’l,07(2020),251.
SKementrian Kesehatan’Bersama Hadapi Ancaman Keamanan Kesehatan Global”’
https://www.kemkes.go.id/article/view/18110500007/bersama-hadapi-ancaman-keamanan-
kesehatan-global.html ( diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, Pukul 14.40)
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dan Jawa Barat adalah dua kawasan dengan angka positiv Covid-19 tertinggi
setelah Jakarta.

Berdasarkan jumlah kasus, Kota Surabaya memiliki laju insidensi
tertinggi di Jawa Timur. Laju insidensi di Surabaya tercatat sebesar 252,1
kasus per 100 ribu penduduk. Selain Surabaya, Sidoarjo memiliki laju
insidensi tertinggi kedua di Jawa Timur, yakni 113,96 kasus per 100 ribu
penduduk. Berdasarkan data yang penulis amati, pengendalian corona di
Surabaya harus benar-benar dilakukan secara intensif, bila tidak ditangani
dengan serius di khawatirkan jumlah kasus, laju insidensi, dan tingkat
kematian akibat Covid-19 di Surabaya akan semakin tinggi.

Dengan adanya Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 33
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi
Covid-19 di Kota Surabaya. Perubahan Perwali Nomor 33 Tahun 2020
tentang New Normal, dari Perwali Nomor 28 Tahun 2020 mempunyai
beberapa poin yang diubah dan ditambahkan. Perubahan Perwali Nomor 33
Tahun 2020 sudah ditetapkan mulai 13 Juli 2020. Seperti diketahui,
Pemerintahan Kota Surabaya memperketat regulasi untuk menanggulangi
Pandemi Covid-19. Salah satunya para pekerja dari luar kota yang akan
masuk Surabaya harus menunjukan rapid test nonreaktif atau swab test
negatif. Kebijakan itu termasuk dalam Pasal 12 ayat (2) huruf F, yang
berbunyi “Wajib menunjukan hasil pemeriksaan rapid test dengan hasil

nonreaktif atau swab test dengan hasil negative yang dikeluarkan dokter



rumah sakit atau puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar daerah yang
berlaku 14 hari pada saat pemeriksaan.”®

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
demi memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Meskipun banyak
fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas
kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar). Masyarakat pun mendukung opsi tersebut karena
dianggap mampu mencegah penularan penyakit namun tetap menjaga daya
beli masyarakat. Langkah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah
strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus
Corona. Tentu saja hal ini harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk
tidak berkumpul dan mematuhi protokol yang ada ketika berada diluar rumah.
Langkah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) lebih tepat jika
dibandingkan dengan Lockdown, karena masyarakat sama sekali tidak
diperbolehkan untuk keluar rumah, segala transportasi mulai dari mobil,
motor, kereta api, hingga pesawat pun tidak dapat beroperasi dan aktivitas
perkantoran bisa dihentikan semuanya jika terjadi Lockdown, maka dari itu
Langkah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) jauh lebih baik
diterapkan.

Maka dari itu masyarakat di Indonesia diharapkan bahwa dengan
diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tersebut,

masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati pemerintah agar penyebaran

6 Wijayanto,”Berdampak Sosial -Ekonomi, Dewan Kritisi Penerapan Jam
Malam”https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/07/17/204610/berdampak-sosial-
ekonomi-dewan-kritisi-penerapan-jam-malam , diakses pada tanggal 26 Oktober 2020,
Pukul 15.35
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Covid-19 bisa berhenti, dan mampu melindungi orang-orang dari penularan
Covid hingga kasus terakhir. Namun, tentu saja tidak ada kebijakan yang
berhasil tanpa adanya kerja sama dari masyarakat itu sendiri.’

Dampak langsung PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akan
sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja disekitar informal. Sejak adanya
instruksi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mereka menjadi
kehilangan pekerjaan, seperti halnya penumpang dan pelanggan orderan
makanan juga ikut berkurang, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Situasi inilah yang sangat perlu
diperhatikan pemerintah. Dengan adanya PSBB (Pembatsan Sosial Berskala
Besar) yang juga ikut meliburkan kantor maka efeknya sangat terasa pada
masyarakat kelas menengah kebawah yang upayanya harian, pedagang
asongan dan sebagainya. Jadi rantai pasok ekonomi sangat terasa dampaknya.

Seharusnya sebelum diajukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
Besar) sebaiknya bantuan tersebut sudah cair kepada orang miskin, maupun
ke pekerja-pekerja informal. Kebijakan Pemerintah dengan adanya PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar), segala kegiatan masyarakat dihentikan
sementara ternyata memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat. Terdapat
masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sebagai contoh yang disebutkan
sebelumnya yaitu ojek online tidak memiliki pendapatan karena tidak adanya
orderan, pedagang baju dan pedagang kaki lima berhenti berjualan sejenak

semenjak adanya wabah.

7 Islamul Haq, Rindam Nasruddin,”Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah”,Jurnal Social dan Budaya
Syar’I,Nomor.07(2020)him.253



Pembatasan Moda Transportasi selama PSBB (Pembatasan Sosial
Berskala Besar) juga sudah diberlakukan dibeberapa titik kota seperti
Surabaya, Sidoaro dan Gresik. Untuk pengguna motor dan mobil kini
memiliki beberapa aturan seperti ; 1.) Hanya untuk pemenuhan kebutuhan
pokok atau kegiatan yang diperbolehkan 2.) Melakukan Penyemprotan
disinfektan kendaraan setelah digunakan 3.) Menggunakan masker dan
sarung tangan untuk atau khusus pengendara motor 4.) Tidak berboncengan
untuk atau khusus pengendara motor 5.) Jumlah orang maksimal hanya
diperbolehkan 50% dari jumlah kapasitas dan menerapkan Physical
Distancing ( untuk penumpang mobil dan angkutan ) 6.) Tidak berkendara
jika sakit.

Pada pasal 15 Ayat 4 huruf (a sampai k) Peraturan Walikota Kota
Surabaya No0.33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota
Surabaya yang berbunyi : “ a. Melaksanakan protokol Kesehatan, b. wajib
memakai masker dan apabila diperlakukan juga menggunakan Face Shield ,
c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau
pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum masuk restoran/ rumah makan/
kafe/ warung/ usaha sejenis; d. dilarang berkerumun/ bergerombol dan
menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) diarea restoran/rumah

makan/ kafe/ warung/ usaha sejenis; f. mengutamakan pembelian dibawa

8 Ika Suryani,”Insentif Pelaku Usaha Terdampak PSBB”Berita Media Suara Surabaya,( 26
April 2020) 16.



pulang (take away); g. memaksimalkan pelayanan pesan antar; h.
mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; i. dilarang mengambil
makanan sendiri; j. dilarang merokok didalam restoran/ rumah makan/ kafe/
warung/ usaha sejenis; k. membuang sampah pada tempatnya dan selalu
menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah
sembarangan.”

Dikutip juga dari Surat kabar Media Suara Surabaya 26 April 2020,
terkait “Hak Penduduk Selama PSBB di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik
menurut Pearturan Gubernur Jawa Timur No.18 Tahun 2020 tentang : 1.)
Perlakuan dan Pelayanan dari Pemerintah 2.) Pelayanan Kesehatan dasar
sesuai kebutuhan medis 3.) Data dan informasi mengenai Covid-19 4.)
Kemudahan akses didalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan
Covid-19 5.) Pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan
atau terduga Covid-19.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Terdampak PSBB : 1))
Bantuan tunai dan bantuan pangan non tunai dari pemerintah 2.) Bantuan
diberikan dalam bentuk bahan pokok atau bantuan langsung lainnya 3.)
Penerima bantuan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Intensif untuk Pelaku Usaha Terdampak PSBB: 1.) Pengurangan
pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha 2.) Pemberian bantuan sosial
kepada karyawan yang terdampak PSBB 3.) Bantuan lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.®

% 1bid.16
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Dapat ditarik kesimpulan dalam peristiwa ini, masih banyaknya
masyarakat yang melanggar Pasal 15 Ayat 4 dalam Peraturan Walikota Kota
Surabaya N0.33 Tahun 2020 terhadap Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
pada Kondisi Pandemi Covid-19. Pertama dari pasal 15 ayat 4 huruf (a) dan
(d) yaitu salah satunya melaksanakan protokol kesehatan dan larangan untuk
berkerumun dan menerapkan penjagaan jarak atau Physical Distancing diarea
restoran, rumah, kafe, warung dan usaha sejenis lainnya, dalam hal ini masih
sangat banyak yang belum melakukan hal tersebut sesuai anjuran. Salah satu
contoh kejadian yang penulis bisa kaitkan adalah Cafe Rolag Surabaya,
dimana cafe tersebut masih sering ditemukan pelanggaran protokol
kesehatan. Kedua, terkait Hak Penduduk selama PSBB (Pembatasan Sosial
Berskala Besar) banyak ditemukannya pelayanan kesehatan yang kurang
sesuai dengan kebutuhan medis, contohnya Rapid Test masal yang dilakukan
secara berbayar. Hal ini kurang berguna bagi warga yang kurang mampu yang
mempunyai kepentingan dimana mereka membutuhkan hasil rapid test yang
digunakan untuk mengetahui apakah mereka mempunyai gejala reaktif atau
non reaktif. Ketiga, terkait Pemenuhan Kebututuhan Dasar Penduduk yang
Terdampak PSBB (Pembatasan Sosisal Berskala Besar), sebagian besar
belum mendapat bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) walaupun tidak
merata pada masyarakat seluruhnya. Lalu yang keempat, terkait Intensif
untuk Pelaku Usaha Terdampak PSBB (Pembatasan Sosisal Berskala Besar),
dalam hal ini tidak sepenuhnya pemberian bantuan sosial pada karyawan

yang terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merata, hanya
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beberapa instansi yang memberikan bantuan berupa sembako atau uang
dermawan seikhlasnya yang dikumpulkan oleh karyawan yang lainnya.

Dikutip dari laman berita Kompas.com, Mantan Wakil Presiden
Indonesia Jusuf Kalla pernah mengatakan bahwa gejolak public terjadi karena
adanya pemerintah yang belum bisa bersikap adil. Tugas pemerintah akan
lebih mud ajika keadilan tersebut dapat terealisasi dan dirasakan secara
merata oleh masyarakat. Sangat banyak cara untuk memperlakukan rakyat
secara adil atau seimbang, misalnya membagikan bantuan langsung tunai atau
BLT, melakukan pembangunan infrastruktur yang merata, mendukung usaha
kecil, dan memberikan jaminan hak politik kepada tiap individu di
Indonesia.*

Adapun dalil Al-Qur’an yang dapat digunakan mengenai Pemimpin

yang adil terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 58 dan QS. Al- Anfal 27
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Sungguh, Allah menyuruhmu menyampalkan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat.!!

vy ogalas 8 a8l g Jstang dn 152 Y g o AR

Wabhai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui.?

10 Indra Akuntono, “Jika Pemerintah Adil, Rakyat Bisa Hidup Lebih Mudah”
nasional.kompas.com/read/2013/12/10/1457200/JK.Kalau.Pemerintah.Adil.Rakyat.Bisa.Hi
dup.Lebih.Mudah, dikutip pada 16 Januari 2021.

11 Kemenag RI, Al-Majiid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, An-Nisa Ayat 58,

12 Kemenag RI, Al-Majiid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Anfal Ayat 27,
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Ayat ini dapat dipahami bahwa manusia adalah mahluk sempurna
yang bisa menjadi Pemimpin yang adil dan amanah. Allah SWT telah
mengutus manusia dan memberi izin untuk memimpin kaumnya dengan
kemulian dan keadilan yang telah diberikan oleh-Nya, maka seharusnya tidak
ada ketidakadilan.

Namun, realita yang ada di Negara Indonesia nasib masyarakat yang
terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), belum mendapat
perlakuan yang adil. Lebih mirisnya lagi pemerintah hanya menjanjikan
masyarakat yang terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akan
diberi bantuan yang layak dan telah disediakan, akan tetapi sampai beberapa
bulan mereka masih menunggu dan belum mendapatkan bantuan sedikitpun
dari pemerintah.

Dari permasalahan tersebut masyarakat yang terdampak PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar), bahwa dengan berlakunya Peraturan
Walikota Surabaya No0.33 Tahun 2020 masih terjadi Pro dan Kontra di
lapangan, dianatara nya adalah masih ada yang melanggar Physical
Distancing atau masih berkerumun ditempat yang ramai, pelayanan
kesehatan secara medis yang diragukan, seperti halnya mereka tidak
menyediakan rapid test secara masal dan gratis. Lalu untuk BLT (Bantuan
Langsung Tunai) beberapa sudah mendapat haknya, akan tetapi pembagian
tersebut belum merata pada masyarakat, hal ini bisa saja sewaktu-waktu akan

memicu kecemburuan social.
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi.
Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka
penulis membuat judul kajian, “Tinjaun Figh Siyasah Terhadap Peraturan
Walikota Surabaya Pasca PSBB No0.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Tatanan New Normal”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya :

1. Efektifitas Penerapan Peraturan Walikota No0.33 Tahun 2020
Dalam Rangka Menurunkan Angka Penurunan Kematian.

2. Upaya mendapatkan Hak Penduduk selama masa PSBB di Kota
Surabaya dan sekitarnya.

3. Upaya Pemenuhan kebutuhan dasar Penduduk atau Masyarakat
yang terdampak masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

4. Upaya Pengintensifan untuk Pelaku Usaha yang terdampak PSBB

(Pembatasan Sosial Berskala Besar)

C. BATASAN MASALAH

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah
sebagai berikut :
1. Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Walikota Surabaya Pasca

PSBB No0.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan New Normal.
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2. Tinjauan Figh Siyasah terhadap Peraturan Walikota Surabaya
Pasca PSBB N0.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan New

Normal.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah,
maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Peraturan Walikota Surabaya Pasca PSBB

Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan New Normal ?

2. Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pemberlakuan

Peraturan Walikota Surabaya Pasca PSBB Nomor 33 Tahun 2020

Tentang Pedoman Tatanan New Normal ?

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka adalah deksripsi ringkas atau penelitian yang sudah
pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas
bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi
dari kajian atau penelitian tersebut.*®

Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal

permasalahan mengenai problematika Batasan usia bagi masyarakat yang

13 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,
(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,2014),him.8
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terdampak PSBB. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara

lain :

1.

“Sosial dan Budaya Syar-I” Jurnal ini ditulis oleh Zahrotunnimah,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam
jurnal ini menjelaskan tentang Langkah Pemerintah Daerah Dalam
Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia. Sedangkan
dalam skripsi yang penulis tulis ini membahas tentang bagaiamana
mempertahankan agar tidak memperburuk situasi masyarakat.

“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah” Jurnal ini ditulis oleh Rindam Nasruddin
dan Islamul Hag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare.
Dalam jurnal ini menjelaskan tentang Efektif Untuk Memutuskan
Mata Rantai Penyebaran Virus Corona. Sedangkan dalam skripsi
yang penulis tulis ini membahas tentang Penerapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai penyebaran

Covid-19 di Indonesia dan dampak dari penerapan PSBB sendiri.

F. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dihasilakan dari penelitian skripsi ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis yuridis Pelaksanaan Peraturan Walikota

Surabaya Pasca PSBB Nomor 33 Tahun 2020 perihal Pedoman Tatanan

New Normal di Masa Pandemi Covid-19.
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2. Untuk mengetahui analisis Figh Siyasah Terhadap Peraturan Walikota
Surabaya Pasca PSBB Nomor 33 Tahun 2020 perihal Pedoman Tatanan

New Normal di Masa Pandemi Covid-19.

G. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan
Hukum Tata Negara khusus nya tentang :

a. Tinjauan Yuridis Peraturan Walikota Surabaya Pasca PSBB
Nomor 33 Tahun 2020 perihal Pedoman Tatanan New Normal.

b. Tinjauan Figh Siyasah terhadap Peraturan Walikota Surabaya
Pasca PSBB Nomor 33 Tahun 2020 perihal Pedoman Tatanan
New Normal.

2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait
masyarakat yang terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala

Besar) menurut Peraturan Walikota Surabaya No.33 Tahun 2020.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari
terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memenuhi judul skripsi ini, maka
penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang

diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta
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menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa

istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut :

1. Figh Siaysah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk

beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk
hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang
kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat

untuk mewujudkan kemaslahatan umat.4

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan
tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk

mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.®®

Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan
penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan
penyakit yang serius seperti MERS (Middle East Respiratory

Syndrome) dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome?®

14 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta : Gaya
Media Pratama, 2001),him.4
15 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

16 1bid.



I. METOD
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E PENELITIAN

Penelitian tentang, Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Peraturan

Walikota Surabaya No0.33 Tahun 2020 perihal Tatanan New Normal

di Masa

Pandemi Covid-19, merupakan penelitian hukum normative.

Penelitian hukum normative (normative law research) adalah

penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan

sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan.'’ Tahap-tahapan

seperti berikut :

1. Data yang dikumpulkan

a.

b.

Peraturan Walikota Surabaya No.33 Tahun 2020.
Undang-Undang Kesehatan No0.36 Tahun 2009.
Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Karantina Wilayah.
Undang-Undang No.24  Tahun 2007, Tentang
Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang No.4 Tahun 1984, Tentang Wabah Penyakit
Menular.

Data mengenai Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang NO.9
Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Figh Siyasah yang mencakup Siyasah Dusturiyah dan Wazir

Tafwidhiyyah

17 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 (Bandung : Citra Aditya

Bakti,2004), him.1
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2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil

penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur

atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

penelitian'® sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri

dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau

putusan pengadilan yang meliputi :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Kesehatan No0.36 Tahun 2009.
Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Karantina Wilayah.
Undang-Undang No.24 Tahun 2007 (Pengendalian
Bencana).

Undang-Undang No.4 Tahun 1984 (Wabah Penyakit).
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi
Manusia).

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang

No.9 Tahun 2015 (Tentang Pemerintahan Daerah).

b.  Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan

penelitian ini.

18 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme PenelitianHukum-Normatif dan Empiris
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2015), him.34
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c. Bahan hukum terseier yaitu bahan hukum yang dapat

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Artikel,

Internet dan beberapa sumber lainnya.

3. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian

ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel,

jurnal, koran dan internet). Adapun Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,

merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan

dengan penelitian

4. Teknik Penyajian Data.

Teknik Penyajian data yang digunakan adalah Teknik

deksriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta

dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena

yang telah diselelidiki.®

5. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan

permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada.

19 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2007),him.14
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Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu
kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan

sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang di teliti.

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah
dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai
berikut :

Bab I, Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang
meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Il, Kerangka Konseptual, memuat teori Figh Siyasah yang
meliputi definisi, ruang lingkup, Siyasah dusturiyah dan Wadzir
Tafwidhiyah,

Bab Ill, Data penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian
tentang Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal penerapan
PSBB untuk mengatasi atau mencegah penyebaran wabah Covid-19 di
Surabaya.

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Pelaksanaan
Peraturan Walikota Surabaya No0.33 Tahun 2020 untuk menjawab
masalah penelitian prespektif Yuridis dan Figh Siyasah.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang

mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan
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jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini,

diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB Il
KONSEP WIZARAH AL-TAFW IDH

DALAM FIQH SIYASAH

A. PENGERTIAN WIZARAH DALAM FIQH SIYASAH

Kata Figh (Fikih) berasal dari fagaha-yafgahu-fighan. Secara
Bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan
diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (Kaum Muskim) terhadap
syariat islam. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin,
menyebutkan figh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai
kepada kedalamannya.*

Menurut istilah, figh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum
hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil
(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar
dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah).? Dari definisi ini dapat dipahami bahwa
figh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk
menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.?

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa yang beararti
mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,

pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab,

! Amir Syarifuddin, Pemaharuan Pemikiran dalam Islam, (Padang : Angkasa Raya 1990)
HIm,13.

2 Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan : Saefullah Ma’shum dkk), Ushul Figh, (Jakarta :
Pustaka Firdaus ) HIm.26

% 1bid,27.
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adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada
kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas
dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri
serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.*

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa
siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis
Ma’luf memberikan Batasan bahwa Siyasah adalah membuat kemaslahatan
manusia dengan membimbing mereka kejalan keslamatan. “Sedangkan Ibn
Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu
dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat
umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari’at,
meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang
bernuansa religious diberikan oleh 1bn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya,
siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada
kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut
tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.
Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi
yang menyatakan bahwa Siyasah adalah pengurusan kepentingan

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.®

4 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pres 2014)
HIm.5

5 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara
salam Syariat Islam. (Bekasi, PT. Darul Falah), Him.4.

6 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1997), him.26.
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Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, Figh Siyasah antara lain
membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan,
apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan
kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan
mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup Figh
Siyasah atas beberapa bagian : Imam al-Mawardi, ahli figh Madzab Syafi’l
dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya al-Ahkam al-
Sulthaniyah mengatakan bahwasannya ruang lingkup Figh Siyasah
mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (Siyasah
Dustiriyah), politik moneter (Siyasah Maliyah), poltik peradilan (Siyasah
Qadla’iyah), politik peperangan (Siyasah Harbiyah), dan politik administrasi
(Siyasah Idariyah). Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya as-siyasah al-
Sya’iyyah fi Aislah al-Ra’iyyah membagi Figh Siyasah atas tiga bagian,
yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri. Dan Hasbi
al-Siddiieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu
poltik perundang-undangan, penetepan Syariah atau hukum, peradilan,
moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan
peperangan.’

Dari beberapa pembagian ruang lingkup Figh Siyasah diatas, maka
penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian :

1. Siyasah Dustariyah, yang mencakup tentang Siyasah tasri’iyah,

berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan

" Mahfudz, Figh Sosial Antara Konsep dan Implementasi, (Surabaya: K.lsta,2007) him.576.
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syariat, Siyasah qadhaiyah syar’iyah berisi tentang administrasi
yang sesuai syariat.?

2. Siyasah Maliyah yang mengatur hubungan diantara orang-orang
kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur
perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, Baitul maal dan
sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.®

3. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah yaitu Siyasah yang
berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim
dengan warga non muslim yang ada dinegara Islam, hukum yang
membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain
dalam keadaan damai dan perang.*°

Kata “Wizarah” diambil dari kata Al-Wazir yang berarti berat. Hal
ini dikarenakan seorang Wazir memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah
dilimpahkan sebagaian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan
pelaksanaannya. Wazir adalah nama suatu kementrian dalam sebuah Negara
atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan
suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang
bersangkutan.!! Mengenai kata Wizarah terjadi saling berbeda pendapat
dikalangan para Ulama yang secara garis besar terbagi menajdi tiga yaitu :
Pertama, Wizarah berasal dari kata Al-Wizar yang berarti beban karena Wazir

memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Kedua ,

8 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran, (Yogyakarta : Penerbit
Ombak, 2014) him,44.

% 1bid,45.

10 1hid,45.

1 1hid,73.
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Wizarah diambil dari kata Al-Wazar yang berarti Al-Malja (tempat kembali)
karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat Wazirnya
sebagai tempat Kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan
Negara. Dan yang ketiga, Wizarah juga bersal dari Al-Azr yang berarti
punggung karena fungsi dan tugas Wazir adalah sebagai tulang punggung
bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan
menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.*2

Dapat ditarik pemahaman bahwa Wazir merupakan pembantu
kepala Negara, Raja atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Sebab, pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh
permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpecaya
dan ahli dibidangnya. Karenanya Kepala Negara membutuhkan bantuan
tenaga dan pikiran Wazir sehingga sebagian-sebagaian persoalan kenegaraan
yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Wazir
dengankata lain Wazir merupakan tangan kanan kepala Negara dalam

mengurus pemerintahan.t®

B. RUANG LINGKUP WIZARAH

1. Sejarah Wizarah
Kementrian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan
jabatan-jabatan penting yang memebrikan banyak tambahan dan

kekuatan dan kekokohan pemerintah Islam. Bersamaan dengan Khalifah

12 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta : Ul Press, 2011), him.60.
13 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada, 1997) Him.10-14.
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Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran,
maka banyak para Menteri yang memberikna pengorbanan, menambah
kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta
terhadap Lembaga Khalifahan yang benar-benar mengalami kelemahan.
Jabatan Wazir dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal
dikalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah
Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadkan oleh
Rasul sebagai Wazir beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin
memilih Abu Bakar menjadi Khalifah dan ia menjadikan umar Wazir -
nya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi
Thalib. 14

Pada masa dinasti umayyah, Wazirah merupakan pangkat paling
tinggi diseluruh dinasti tersebut. Wazir memiliki hak pengawasan umum
terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan
konsultatif, dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen
kemiliteran.®

Pada masa dinasti Abbasiyah muncul, kedaulatan berkembang.
Pangkat pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku
dipercayakan kepada seorang Wazir setiap orang yang tunduk padanya.
Seorang Wazir pada masa Abbasiyyah telah menikmati kekuasaan luas

seperti kekuasaan Khalifah mengangkat pejabat dan

4 1bid, 16.
15 Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah Dokrin Pemikiran Politik Islam
(Jakarta :Erlangga, 2008) HIm.37
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memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan
beberapa urusan penting lainnya.®
Akhirnya, dinasti Turki muncul di mesir. Raja-raja Turki
mempermalukan wizarah yang telah kehilangan identitasnya, karena
para amir mencampakkanya, orang-orang yang cenderung memilikinya
demi mengabdi Khalifah yag terbuang, karena sudah lagi mempunyai
kekuasaan amir. Dalam Daulah Turk Wazir bertugas mengumpulkan
berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperleh hak
memilih.t’
2. Syarat-Syarat Wizarah
Penerapan sistem Wazir untuk pertama kalinya dilakukan oleh
khalifah Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Seorang Wazir berfungsi
sebagai pendamping khalifah memiliki kewenangan untu
menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam
menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila khalifah tengah
berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena
sesuatu, tetapi seseorang Wazir akan bertanggung jawab kepada
khalifah, karena khalifah memiliki kekuasaan dan kewenangan
mutlak. Diantara syarat yang dimiliki seorang adalah cerdas, cakap,

terampil, dapat dipercaya dan mau bekerja keras untuk kemajuan®®

18 Ibid, 37

7 Ibid, 38.

18 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sultaniyah ; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara
dalam Syariat Islam...49.
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C. FUNGSI DAN TUGAS WIZARAH

Khalifah atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan
pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan
militer, mengadakan logistic militer dan persenjataan, membangun kesiapan
perang dan berbagi dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut
adalah seorang Menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah
memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada
dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut
memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang
dilakukan dalam pemerintahan.®

Adapun bidang tugas yang beehubungan dengan lapisan masyarakat
tertentu, makai a berada dibawah Lembaga lain, seperti menjaga benteng
pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap
beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peedaran makanan dan
mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang
khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawaan
Lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum
Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem ke
khalifahan. Akhirnya, pembagian Lembaga-lembaga tersebut terhapuskan
secara kesuluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan

duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling

19 1bid,50.
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membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat
dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Pengertian Wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas
disebutkan dalam Al-Qur’an Ketika menyebutkan tugas Nabi Harun
membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir’aun,
sebagaimana dalam :

QS.Furqgon: 35:
vo s b st ol lasg &1 s i 1

Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa
dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai Wazir
(pembantu).?°

Pengertian Wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang
dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan
kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting
sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam
sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari
mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat
lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan
berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar
pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat

berjamaah.

20 Terjemah Kemenag 2002, Kemenag RI, Al-Majiid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna,
Al-Furgon 35.
21 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah...., 20
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Disamping itu, kementrian juga mendapatkan kewenangan untuk
melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian
gaji militer. Untuk itu, kementrian perlu mengawasi pendanaan dan
pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan
surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain
menjaga kualitas dan gaya Bahasa agara selalu menarik. Sebab Bahasa
masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan
perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat
untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak
tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementrian.?? Dari
penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata Al-Wazir mempunyai pengertian
menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang
maupun pena, serta berbagai pengertian kementrian dan pembantu penguasa.
Bahkan Ja’far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan “Sultan” pada
masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukan Universalitas
pengawasan dan tugas kementrian dalam pemerintahan.?

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang
membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam Al-
Ahkam As-Sulthaniyyah menyebutkan, “segala sesuatu yang diwakilkan
kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat
dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali mewakilkan

atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada

22 1hid,24.
2 1hid, 24.
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Menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan
umat lebih efektif dalam pelaksanaannya daripada menjalankannya seorang
diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif
untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya
kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepeda orang lain lebih
menjamin keselamatan pekerjaan tersebut.?*

Pada masa pemerintahan Al-Mu’tashim, Ketika khalifah tidak begitu
berkuasa lagi, Wazir- wazir berubah fungsi menjadi tantara pengawal yang
terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka dipusat
pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka
dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima
tantara pengawal yang bergelar Amir al-Umara’ atau Sulthan inilah pada
dasarnya yang berkuasa di Ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk
pada kemauan merka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang menarik,
panglima tersebut tidak berani mengadakan. Kudeta merebut Kursi
kekhalifahan dari keluarga Abbasiyah, meskipun khalifah sudah lemah dan
tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki.
Barangkali pandangan Sunni tentang Al-Aimmah min Quraisy (Kepimpinan
Umat Dipegang Oleh Suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka
merasa tidak syar’l kalua menjadi Khalifah kerena bukan termasuk keturunan

Quraisy. Kalua mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan

24 Imam Al-Mawardhi, Al-Ahkam as-Sultaniyah......, 32



34

menimbulkan gejolak dalam masyarakat, oleh karena itu mereka merasa lebih

aman berperan dibelakang layer mengendalikan Khalifah.?®

D. WAZIR AL-TAFWIDH DALAM PEMERINTAHAN

ISLAM

1. Pengertian

Wazir Tafwidh adalah pembantu utama kepala Negara dengan
kewenagan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh Kepala Negara, tetapi juga
untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan
itu Bersama-sama dengan Kepala Negara, dan juga membantunya dalam
menangani segala urusan rakyat. Wazir Tafwidh yaitu seseorang yang
diberi wewenang penuh oleh Imam untuk mengatur dan menyelesaikan
masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir
menyamai dengan kedudukan Khalifah dikarenakan seorang Wazir
mempunyai wewenang sebagaimana yang telah dimiliki oleh Imam seperti
merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan
peradilan, memimpin tantara, mengangkat panglima dan lain-lain.?®
2. Syarat-syarat Wazir Tafwidh

Untuk menduduki jabatan Wazir (pembantu khalifah), seseorang
harus memiliki syarat-syrat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah

kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). Wazir pembantu khalifah adalah

5 Yatim Badri, Sejarah Peradapan Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000) HIm.77.
26 Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara.....58
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pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para
mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping
syarat-syarat yang ditetapkan untuk Imamah yaitu ia harus memiliki
keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan
peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail
sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan
ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-
sifat Mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung
kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. ltulah
peran penting Wazir pembantu khalifah dan dengan peran itu pula strategi

politik dapat terarah dengan baik.?’

3. Tugas dan Wewenang Wazir Tafwidh

Wazir Tafwidh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu
khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau
pemerintahan. Oleh karena itu Wazir tafwidh itu adalah seorang pejabat
pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah
memilihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-
aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya. Disini Wazir
tafwidh tidak mengenai urusan-urusan administrasi secara langsung.
Tetapi bukan berarti Wazir tafwidh dilarang melakukan aktivitas

administrasi apapun.?® Akan tetapi maksudnya bahwa Wazir tafwidh disini

27 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah..,,. 46.
28 Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara...59
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tidak boleh dikhususkan untuk menanggani tugas-tugas administrasi saja,
artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara umum.

Kenapa Wazir tafwidh tidak diserahi untuk menangani urusan-
urusan khusus. Sebab dia adalah seorang Wazir tafwidh, Wazir tafwidh
diserahi tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil khalifah) dan
keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan
Negara. Jadi Wazir tafwidh tidak membutuhkan penyerah baru untuk
menjalankan setiap perkara saat khalifah membutuhkan bantuannya, atau
Ketika khalifah mengirim dia ketempat manapun, sebab Wazir tafwidh
tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. Yang diangkat untuk
menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus
yaitu seperti : Kepala Hakim (Qadhi Al-Qudhah), Panglima Militer
(Amirul Jaisy) dan wali khusus untuk mengurusi keuangan (Wali Ash-
Shadagat).®

Setelah diketahui tugas dari Wazir tafwidh Adapun hak untuk
menjadikan seseorang diangkat sebagai Wazir tafwidh sekalipun ia
memiliki wewenang yang luas, tetapi ada ada dua hal yang membedakan
dirinya dengan Imam, yaitu : Pertama, Imam berhak mengawasi kinerja
Wazir tafwidh terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan,
dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan
kewenangan melibihi Imam. Kedua, Imam berhak mengawasi Tindakan-
tindakan Wazir tafwidh dan caranya dalam menangani berbagai persoalan

supaya ia dapat mendukung Tindakan-tindakan yang sesuai dengan

29 1bid,59.
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kebenaran. Pasalnya, penanggungan urusan umat dilimpahkan kepadanya

dan berada dalam ijtihadnya.*°

Wazir yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan

urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad

para Wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga
berhak menangani kasus criminal baik langsung maupun mewakilkan
kepada orang lain. Selain juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain
kewenangan Imam adalah juga kewenangan Wazir kecuali tiga hal yaitu :

a. Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam memperbolehkan
mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendakinya, tetapi Wazir
tafwidh tidak memiliki wewnang tersebut.

b. Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk
mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan Wazir tafwidh tidak
memiliki wewenang tersebut.

c. Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh
Wazir tafwidh akan tetapi Wazir tafwidh tidak punya hak untuk
memecat pejabat yang telah dilantik oelh Imam.3!

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandate Imam
kepada Wazir tafwidh membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-
tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui Tindakan Wazir tafwidh,
padahal Wazir tafwidh telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan

ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh

30 Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah Dokrin Pemikiran Politik Islam...,77
31 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as Sulthaniyah...,47.
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membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Wazirnya tersebut.
Begitu juga ia boleh meminta Wazir tafwidh untuk mengembalikan

harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya. 32

%2 1bid,48.



BAB 111
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA PASCA PSBB
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN

TATANAN NEW NORMAL

A. SEKILAS TENTANG WALIKOTA SURABAYA

Kepala daerah memiliki peran penting dalam melakukan
terobosan-terobosan dalam membangun daerahnya melalui inovasi-
inovasi daerah. Terutama pada era otonomi daerah yang dituntut
kemandirian nya bagi daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Dalam
era reformasi ini, menjadi titik tolak perubahan hubungan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 (lalu direvisi menjadi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah menjadi pembatas
sejarah tersebut.! Maka dengan diberlakukannya otonomi daerah
menjadikan pemerintah daerah kini memiliki kekuasaan penuh untuk
menyelenggarakan pemerintah daerah itu sendiri. Bukan hal mudah bagi
pemimpin untuk menciptakan budaya dan gaya kerja yang berbeda dari
pemimpin terdahulu. Indonesia dalam lima tahun terakhir ini telah muncul
nama-nama kepala daerah reformasional.

Salah satu nama yang menonjol adalah Walikota Surabaya, Tri

Rismabharini. Pada Senin, 2 Februari 2015, Ibu Risma dinobatkan menjadi

! Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
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Walikota terbaik ketiga versi World Mayor Prize (WMP) 2014. Beliau
dinilai berhasil membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap
perkembangan Kota Surabaya, seperti halnya melakukan inovasi dalam
bidang pelayanan publik, birokrasi, lingkungan dan peningkatan Sumber
Daya Manusia. Tak hanya itu, ada program Taman dan Ruang Terbuka
Hijau dengan konsep Edutaiment, penutupan tempat lokalisasi yang
menjadi sorotan publik nasional, hingga pembuatan Rumah Bahasa.?
Selama menjabat 1bu Risma juga tidak jarang melakukan sidak
proyek maupun permasalahan yang dihadapi di Kota Surabaya seperti
macet, beliau bahkan naik sepeda motor sendiri hanya dengan
bermodalkan Handy Talky (HT) untuk koordinasi dengan anak buahnya
ketika ada kemacetan yang memuncak, lalu mengatur arus lalu lintas
supaya macet segera teratasi. Setiap kegiatan Ibu Risma selalu diliput oleh
media cetak maupun elektronik. Bahkan kegiatan beliau yang sering terjun
mengatur lalu lintas, memantau daerah-daerah banjir, ikut membersihkan
saluran air dan taman, dan juga sering memarahi orang yang merusak
taman membuat media local dan nasional tertarik untuk meliput. Tindakan
Ibu Risma yang diliput oleh media massa secara terus menerus bisa
membentu nilai (citra) baik positif maupun negatif dan opini publik.
Pencitraan politik merupakan hal yang biasa dilakukan dalam dunia

politik, namun harus sesuai dengan realitas yang ada.’

2 Ira Guslina Sufa,”Risma Terpilih Sebagai Walikota Terbaik™
https://nasional.tempo.co/read/556315/risma-terpilih-sebagai-wali-kota-terbaik-
dunia/full&view=0k Tempo.Co,(21 Februari 2014) “diakses pada 08 Desember 2020”

8 Ali Sahab,”Realitas Citra Politik Tri Rismaharini””’,Masyarakat,Kebudayaan dan Politik,
No.1(2017)21.



https://nasional.tempo.co/read/556315/risma-terpilih-sebagai-wali-kota-terbaik-dunia/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/556315/risma-terpilih-sebagai-wali-kota-terbaik-dunia/full&view=ok
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B. MENGENAL PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

Definisi Peraturan Daerah kota dapat kita lihat dalam Pasal 1
angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi
“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-
Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota”.*
Terkait Peraturan Walikota, dalam hal ini sudah ditetapkan dalam Pasal
8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi “Jenis
Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Badan Pemeriksa Keungan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,
Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau
yang setingkat.” Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis Peraturan
Perundang-Undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun ditetapkan oleh Walikota.

Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai

kekauatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan

4 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
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Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan.®

C. TUJUAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 33 TAHUN 2020

Penetapan penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional dapat
kita lihat pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagai bencana Nasional. Penyebaran virus ini termasuk
sebagai bencana nonalam yang berdampak pada meningkatnya jumlah
korban dari kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang
terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial
ekonomi yang luas di Indonesia.® Oleh karena itu, berdasarkan
pertimbangan diatas, maka Pemerintah perlu menetapkan Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Disisi lain, Keputusan Presiden Nomor
12 Tahun 2020 diputuskan untuk penanggulangan bencana nasional yang
diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 yang dilaksanakan oleh Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar
Kementrian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian,

Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan

5 Tri Jata Ayu Pramesti”Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota”
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-
daerah-kota-dan-oeraturan-walikota/ “diakses pada 8 Desember 2020”

6 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, bagian menimbang huruf (a).



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-oeraturan-walikota/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-oeraturan-walikota/
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Covid-19 didaerah, dalam menetapkan kebijakan didaerah masing-
masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.’

Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Karantina Wilayah menjelaskan dalam Pasal 4 bahwa “Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan
masyarakat dari penyakit atau faktor resiko kesehatan masyarakat
melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Lalu dijelaskan
dalam Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung
jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan dipintu masuk dan
wilayah secara terpadu, dan dalam ayat (2) menjelaskan dalam
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Dan di
Pasal 6, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) huruf (c), Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penetapan
status dan tingkatan bencana nasional dan daerah merupakan wewenang
pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penetapan
status darurat bencana untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden,
skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur, untuk skala Kabupaten/Kota

dilakukan oleh Bupati/Walikota.

" 1bid.
8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
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Dikutip dari artikel online “Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar”, telah dijelaskan tentang Penetapan PSBB
(Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah sebagai
tindakan tindak lanjut atas kedaruratan kesehatan masyarakat disuatu
wilayah yang merupakan wewenang dari Menteri Kesehatan,
berdasarkan permohonan Gubernur , Bupati dan Walikota. Dengan
persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah
dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan
Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan
barang untuk satu provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu. PSBB harus
didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman,
efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sedangkan
dalam hal terjadi bencana nasional, menurut Pasal 5 Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Nasional Penanggulanagan
Bencana, fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat
bencana dan keadaan tertentu dilaksanakan oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNBP).°

% Arasya Pradana A.Aziz Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar”
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaan-
pembatasan-sosial-berskala-besar “diakses pada tanggal 09 Desember 2020



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaan-pembatasan-sosial-berskala-besar
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaan-pembatasan-sosial-berskala-besar
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D. SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 33 TAHUN 2020

Terbitnya Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 33 Tahun
2020 sebagai Perubahan dari Perwali Nomor 28 Tahun 2020 merupakan
langkah prefentif Pemkot (Pemerintah Kota) dalam memutus mata rantai
penularan Covid-19 di Surabaya yang memang memiliki tujuan positif
mengingat angka paparan virus di Kota Surabaya terbilang tinggi.

Dikutip dari laman Detiknews, Jumlah pelanggaran selama
PSBB, Surabaya sudah mencapai 21.380 kasus pelanggaran terbanyak,
salah satu diantaranya adalah pengendara motor yang tidak
menggunakan masker kesehatan, sarung tangan dan beberapa alat
protocol Kesehatan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo
Wisnu Andiko memaparkan data ini sebagai akumulasi sejak penerapan
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) jilid1 dari tanggal 28 April
hingga sehari sebelum berakhirnya PSBB jilid 3, tepatnya tanggal 7 Juni
2020. Sementara untuk kendaraan umum dan kendaraan barang, disebut
pelanggaran terbanyak tidak menggunakan masker, ada sekitar 1.134
pelanggar yang ditemui saat itu. Di kesempatan yang sama, Truno
berharap masyarakat semakin disiplin untuk memutus rantai Covid-19
ini.10

Namun Langkah ini dinilai tidak melalui kajian terlebih dahulu

karena hanya sektor tertentu yang dilarang. Menetapkan Peraturan

10 Hilda Meilisa,”Pelanggar PSBB Surabaya Raya Capai 21.380 Pelanggar”
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5045065/pelanggar-psbb-surabaya-raya-capai-
21380-terbanyak-tak-pakai-sarung-tangan dikutip 17 Januari 2021.



https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5045065/pelanggar-psbb-surabaya-raya-capai-21380-terbanyak-tak-pakai-sarung-tangan
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5045065/pelanggar-psbb-surabaya-raya-capai-21380-terbanyak-tak-pakai-sarung-tangan
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Walikota tentang perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor

28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi

Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya. Ketentuan huruf F ayat (2)

pada pasal 12 diubah sehingga menjadi berikut :

1. Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi

Covid-19 pada kegiatan bekerja ditempat kerja untuk penanggung

jawab/pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf a meliputi :

a.

b.

Wajib menyusun protokol kesehatan.

Mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila
diperlukan juga face shield, dan sarung tangan dalam
memberikan pelayanan kepada tamu.

Mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk diarea
tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi diatas 37.5° celcius dan
tidak diperkenankan masuk;

Menempatkan wastafel atau tempat cuci tangan dengan sabu
cuci tangan dan dispenser pembersih tangan yang mengandung
alkohol atau hand sanitaizer dipintu masuk dan tempat-tempat
strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser
sabun cuci tangan diisi ulang secara teratur.

Melakukan pembersihan, sterilisasi atau penyemprotan
disenfektan secara berkala;

Menyediakan tempat pembuangan sampah organik dan residu

ditempat kerja.
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g. Membatasi jumlah pengunjug diarea tempat kerja 50% (Lima
Puluh Persen) dari kapasitas semula;

h. Pengaturan jarak ditempat kerja

i. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penebaran Covid-19,
kepada pekerja seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara
pencegahan Covid-19.

J.  Melakukan sosialisasi etika batuk atau bersin.

k. Dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam,
batuk, pilek atau sakit tenggorokan dan sesak nafas agar
mengisolasi diri dirumah dengan dengan tidak melakukan
banyak kontak fisik dengan orang lain, menggunakan masker
dan face shiled jika diperlukan, serta disarankan pergi ke fasilitas
kesehatan untuk memeriksa diri.

I. Tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi pekerja yang
tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan
insentif berbasis kehadiran.!

2. Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi
Covid-19 pada kegiatan bekerja ditempat kerja untuk karyawan atau
pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b,
meliputi :

a. Melaksanakan protokol kesehatan;
b. Wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga

menggunakan face shield;

11 peraturan Walikota Nomor.33 tahun 2020 Pasal 12 ayat 1.
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c. Mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun
dengan air yang mengalir atau pembersih tangan.

d. Diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih
tangan sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau
barang yang ada difasilitas umum area tempat kerja;

e. Dilarang berkerumun atau menetapkan penjagaan jarak (Physical
Distancing) diarea kerja.

f.  Wajib menunjukan hasil pemeriksaan Rapid Test dengan hasil non
reaktif atau Swab Test dengan hasil negatif yang dikeluarkan oleh
dokter dari Puskesmas atau Rumah Sakit.

g. Saling menjaga kebersihan lingkungan diarea tempat kerja.

3. Mengutamakan pelayanan secara daring (dalam jaringan) untuk
pelayanan umum pada masyarakat.
4. Setiap penanggung jawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri

tanggap Covid-19 dan bertanggung jawab penuh.?

E. PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33

TAHUN 2020

Di Indonesia, status Virus Corona Disease atau Covid-19 sebagai
penyakit menular yang dapat memicu adanya kedaruratan kesehatan
masyarakat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11

Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

12 peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 12 ayat 2.
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dimasa pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemerintah memiliki
alasan untuk melakukan karantina wilayah di Indonesia. Karantina
Kesehatan Wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit
dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang,
barang atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan
masyarakat dalam bentuk Tindakan kekarantinaan kesehatan.™®

Pelaksanaan karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh
anggota masyarakat disuatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi
laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota
masyarakat diwilayah tersebut.!* Hal ini berhubungan dengan terjadi atau
adanya Lockdown yang mempunyai arti lain dari karantina wilayah.
Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah
termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi
penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.*®

Selama dalam karantina wilayah atau PSBB (Pembatasan Sosial
Berskala Besar), kebutuhan hidup dasar seseorang dan makanan hewan
ternak yang berada diwilayah karantina menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat. Hal ini dikutip dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 8

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, juga menegaskan bahwa setiap

13 pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan.
14 pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan.
15 pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan.
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orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan

kehidupan sehari-hari yang lainnya selama masa karantina, disini penulis

bermaksud dalam “kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya” antara lain

adalah kebutuhan pakaian seperti baju, celana dan pakaian dalam, lalu

perlengkapan mandi, mencuci dan buang air.

Selain itu, setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan

yang sama dalam penyelenggaraan masa PSBB (Pembatasan Sosial

Berskala Besar), Karantina Kesehatan atau Lockdown diantaranya :

a.

b.

C.

d.

Perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah.

Pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis.

Data dan Informasi mengenai virus Covid-19.

Kemudahan akses didalam melakukan pengaduan yang
berkaitan dengan virus Covid-19.

Bantuan tunai dan non tunia dari Pemerintah.

Bantuan diberikan dalam bentuk bahan pokok atau bantuan
langsung lainnya.

Penerima bantuan ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.!®

Dalam pelaksanaan ini, pembatasan sossial berskala besar juga

merupakan

salah satu dari tindakan kekarantinaan kesehatan

18 Tka Suryani”Hak Penduduk Selama PSBB Surabaya,Sidoarjo dan Gresik” Media Suara
Surabaya,’https://www.instagram.com/p/B_cWXfRBW1w/?igshid=10z80jb6f5wi4

(diakses pada 09 Desember 2020)
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sebagaimana diterangkan sebelumnya. Pembatasan ini termasuk dalam
pembatasan kegiatan tertentu dimana penduduk dalam suatu wilayah
diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular. Patut
diperhatikan juga, dalam pelaksanaan ini PSBB (Pembatasan Sosial
Berskala Besar) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan persetujuan
Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat pula melaksanakan PSBB
dalam pergerakan orang dan barang untuk satu Provinsi atau
Kabupaten/Kota tertentu.

Dari penjelasan diatas, penulis ingin membedakan antara
Lockdown dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Yang saya
maksud Lockdown disini adalah mengunci semua akses keluar masuk
nya orang (masyarakat mengunci diri dalam rumah), kehidupan
masyarakat berhenti beroperasi, transportasi ke daerah satu ke yang lain
dan suasana kota menjadi sepi dan aktivitas ekonomi akan melumpuh,
hal ini akan menjadi dampak terburuk bagi Indonesia. Lain halnya
dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
Covid-19, untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut,
PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat
diperpanjang jika terdapat bukti penyebaran atau orang yang masih

terindikasi terkena virus Covid-19.



BAB IV
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA PASCA PSBB
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
TATANAN NEW NORMAL DALAM

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. ANALISIS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
PASCA PSBB NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG

PEDOMAN TATANAN NEW NORMAL

Dikutip dari media koran Kompas (Minggu, 26 April 2020)
bahwa kasus positif Corona (Covid-19) di Indonesia sudah mencapai
angka 8.607 kasus. Kasus ini menyebar di 34 provinsi dengan kasus
terbanyak berada di DK Jakarta. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi
hal ini pada Senin, 02 Maret 2020 lalu. Saat itu, Presiden Jokowi (Joko
Widodo) mengumumkan ada dua orang Indonesia yang positif terjangkit
virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia
64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan
perempuan 31 tahun itu dengan warga Negara Jepang yang masuk ke
wilayah Indonesia. Kata-kata “Indonesia adalah negara kebal Corona”
pun sudah tidak bisa dipercaya lagi.saat itu setidaknya sudah ada 50
negara yang sudah mengkonfirmasi memiliki kasus Covid-19. Negara

China sendiri sudah melaporkan ke Pusat WHO (World Health

52
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Organization) mengenai adanya beberapa kasus Pneumonia aneh di
Wauhan pada Desember 2019 lalu.

Namun kasus tersebut diduga bukan kasus pertama, Tim pakar
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM Ul) menilai
jika Virus Corona telah masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 pada
bulan Januari 2020. Pernyataan ini didasarkan oleh laporan kasus orang
dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) disalah
satu daerah sejak minggu ke -3 Januari 2020, laporan ODP ini dinilai
sebagai bukti telah terjadi penularan Virus Corona secara lokal.
Pemerintah terlambat mengantisipasi karena ada pejabat yang juga
mengatakan “Covid-19, tidak akan mungkin masuk ke Indonesia.”
Padahal beberapa wilayah di Indonesia memiliki jalur penerbangan
langsung menuju Wuhan, China yang diduga menjadi tiitk awal
kemunculan dari virus mematikan ini.t

Presiden Jokowi mengatakan jika, Pemerintah Indonesia
memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani
kasus Virus Corona yang pertama kali ini. Bukan hanya itu, Pemerintah
juga berupaya untuk menekan penyebaran virus ini. Menurut Presiden
Jokowi, kini pemerintah telah menyiapkan lebih dari 100 Rumah Sakit
dengan ruang isolasi untuk menangani masalah ini. Disamping itu,
pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa peralatan medis yang

memadai sesuai dengan standart Internasional. Selain tim medis,

! Vina Oktavia,”Jalur Penerbangan Wuhan Menjadi Titik Awal Virus”Media Koran
Kompas. (Minggu,26 April 2020)HIm.12
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Presiden Jokowi juga membentuk beberapa tim yang lain, diantaranya
merupakan gabungan dari TNI-Polri serta aparat sipil untuk melakukan
penanganan di lapangan. Pemerintah siap dan menjamin ketersidaan
anggaran mengatasi serangan Virus Corona, mulai dari pengobatan,
penanganan, dan pencegahannya agar tidak semakin menyebar.?
Kapolda (Kepala Polisi Daerah) Jawa Timur, Irjen Luki
Hermawan mengatakan bahwa pasien pertama yang terjangkit virus
Corona berada dikawasan Surabaya bagian utara. Hal ini diketahui dari
peta penyebaran virus yang berbasis aplikasi Google Earth. Dari aplikasi
tersebut, virus Corona mulai menyebar ke Surabaya bagian selatan
tepatnya di Kecamatan Wonokromo. Penyebaran virus ini terus
menyebar di kawasan Surabaya hingga mencapai 244 kasus hingga
Rabu, 15 April 2020. Polda Jatim dan Polres Surabaya akan
memberlakukan pembatasan wilayah di Kawasan tersebut, serta
berupaya menyemprot disinfektan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya
Bersama Polrestabes Surabaya dan TNI menggelar patrol gabungan skala
besar untuk mencegah penyebaran Virus Corona. Patroli gabungan ini
menyasar pada pengunjung warung kopi dan Café telah dilakukan sejak
Senin, 13 April 2020. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan bahwa patrol

gabungan tersebut akan terus digelar yang bertujuan untuk memberikan

2“Breaking News : Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona”
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-
dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all , Diakses pada 24 November 2020



https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all
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edukasi kepada masyarakat agar sementara waktu tidak mengadakan
kegiatan yang bersifat kumpul-kumpul atau keramaian.®

Dikeluarkannya Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 33 Tahun
2020, oleh Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini sampai sekarang
masih  menjadi permasalahan panjang warga Kota Surabaya.
Tercantumnya pembatasan jam malam menjadi petaka besar bagi
sebagaian pelaku usaha yang berkegiatan pada malam hari atau jam
malam. Aksi demonstrasi sempat mewarnai balai Kota Surabaya
beberapa bulan yang lalu, hanya berbekal poster bertuliskan kata-kata
yang menggambarkan penolakan, mereka para demonstran ingin
menuntut Walikota untuk mencabut Perwali (Peraturan Walikota)
Nomor 33 tahun 2020 tesebult.

Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya mengeluarkan revisi
Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 33 Tahun 2020 tentang New
Normal atau Normal Baru, dari Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun
2020. Ada beberapa poin yang diubah dan ditambahkan. Perubahan ini
sudah ditetapkan mulai tanggal 13 Juli 2020. Selain penerapan jam
malam dan ada sanksi yang diatur, perubahan Peraturan Walikota
tersebut juga mengatur moda transportasi, dimana setiap orang dari luar
daerah atau pekerja harus menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
dan juga surat keterangan non reaktif Rapid Test, atau negatif Covid-19

usai melakukan SWAB Test.

3 “Terungkap Awal Mula Virus Corona Menyebar di
Surabaya”https://surabaya.kompas.com/read/2020/04/16/11465791/terungkap-awal-mula-
virus-corona-menyebar-di-surabaya-hingga-meluas-capai?page=all (diakses pada tanggal
24 November 2020 : 23.12)



https://surabaya.kompas.com/read/2020/04/16/11465791/terungkap-awal-mula-virus-corona-menyebar-di-surabaya-hingga-meluas-capai?page=all
https://surabaya.kompas.com/read/2020/04/16/11465791/terungkap-awal-mula-virus-corona-menyebar-di-surabaya-hingga-meluas-capai?page=all
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Berikut ini adalah ketentuan yang diubah dan ditambahkan dalam

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 :

1)

2)

3)

Pasal 12 Ayat (2) huruf F, Pedoman Tatanan Normal Baru
pada kegiatan bekerja di tempat Kkerja untuk
karyawan/pekerja; menjadi  wajib menunjukan hasil
pemeriksaan Rapid Test dengan hasil negatif yang
dikeluarkan Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas, bagi
pekerja yang berasal dari luar daerah yang berlaku 14 hari
pada saat pemeriksaan.

Pasal 15 Ayat (3) huruf K, Pedoman Tatanan Normal Baru
pada kegiatan di restoran, rumah makan, kafe, warung atau
sejenis untuk karyawan; menjadi wajib menunjukan hasil
pemeriksaan Rapid Test dengan hasil negatif yang
dikeluarkan Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas, bagi
pekerja yang berasal dari luar daerah yang berlaku 14 hari
pada saat pemeriksaan.

Pasal 16 Ayat (3) (ditambah 1 huruf baru yaitu O), Pedoman
Tatanan Normal Baru pada kegiatan di toko swalayan, pusat
perbelanjaan dan bagi pemilik gerai atau stan; menjadi
mewajibkan karyawan untuk menunjukkan hasil pemeriksaan
Rapid Test dengan hasil non reaktif atau Swab Test dengan

hasil negatif yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/



4)

5)

6)

S7

Puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar daerah yang
berlaku 14 hari pada saat pemeriksaan.
Pasal 18 Ayat (3) (ditambah 1 huruf yaitu H), Pedoman
Tatanan Baru pada kegiatan di Hotel, Apartemen dan Rusun
untuk karyawan; menjadi wajib menunjukan hasil
pemeriksaan Rapid Test dengan hasil negatif yang
dikeluarkan Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas, bagi
pekerja yang berasal dari luar daerah yang berlaku 14 hari
pada saat pemeriksaan.
Perubahan Pasal 20, antara lain :
Pedoman Tatanan Normal Baru pada tempat kegiatan
hiburan dan rekreasi dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (5)
huruf J, meliputi destinasi pariwisata, arena permainan,
salon/barber shop dan gelanggang olahraga. Yang
dikecualikan dari gelanggang olahraga yakni kolam
renang, lapangan basket, lapangan futsal, dan lapangan
voli.

Selain kegiatan pada ayat (1) dilarang beroperasi.

Pasal 24 Ayat (2) huruf E dan Ayat (6) huruf A :

i.  Ayat (2) huruf E : Pedoman Tatanan Baru pada kegiatan
pergerakan orang dan barang menggunakan moda
transportasi. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan
masuk ke daerah  harus mematuhi  syarat

menunjukanidentitas diri, menunjukan hasil
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pemeriksaan Rapid Test dengan hasil non reaktif atau
SWAB Test dengan hasil negatif, yang dikeluarkan
Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi pekerja yang
berasal dari luar daerah yang berlaku 14 hari saat
pemeriksaan. Lalu menunjukkan hasil pemeriksaan surat
keterangan bebas gejala dikecualikan untuk orang yang
ber-KTP, yang melakukan perjalanan komuter atau
perjalanan di dalam wilayah/Kawasan anglomerasi.

il.  Ayat (6) huruf A : Pedoman Tatanan Baru pada kegiatan
pergerakan orang dan barang menggunakan moda
transportasi untuk melakukan Check Point, atau
pengawasan dan pemantauan pada terminal bus.
Penambahan 1 pasal yaitu Pasal 25 A antara lain
pembatasan aktivitas diluar rumah mulai pukul 22.00
WIB. Pembatasan aktivitas diluar rumah dikecualikan
untuk kegiatan pemenuhan keperluan Kesehatan antara
lain Rumah Sakit, Apotek, dan fasilitas pelayanan
Kesehatan. Pengecualian ini juga berlaku untuk Pasar,
Stasiun, Terminal, Pelabuhan, SPBU dan jasa
pengiriman barang serta minimarket yang terintegrasi
dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan
masyarakat.

7) Pasal 34, Perubahan pelanggaran yang dikenakan sanksi

administrative dan push up, joget, memberi makan ODGJ
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(Orang dengan Gangguan Jiwa) di Liponsos (Lingkungan

Pondok Sosial) sebagai bagian dari paksaan Pemerintah.*

Dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 sangat jelas
dan terbukti banyak yang ingin menyangkal atau mencabutnya. Menurut
kabar berita Portal Surabaya — 28 Juli 2020, Tyan menulis : Nurdin -
“Jika sampai akhir bulan Juli tidak dicabut, maka pihaknya bersama
seluruh pekerja RHU (Rekreasi Hiburan Umum) lainnya akan turun
kejalan untuk melakukan aksi yang lebih banyak”. Terkait Perwali atau
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 ini adalah kebijakan walikota,
yang menurut Penulis memang cukup merugikan bagi warga kota
Surabaya, karena Peraturan Walikota ini rupanya tidak hanya menyuruh
menutup hiburan malam, akan tetapi orang dari luar kota harus
melakukan Rapid Test setiap dua minggu sekali, yang dimana jika itu
diperlukan hanya bagi pekerja atau karyawan yang gaji atau upahnya
dibawah tiga juta dalam sebulan, maka menurut penulis itu sangat
merugikan.® Berdaarkan Pasal 12 Ayat (2) huruf F dan Pasal 24 Ayat (2)
huruf E, Peraturan Walikota tersebut mewajibkan para pekerja dan
pelaku perjalanan yang ingin masuk Kota Surabaya harus melakukan
Rapid Test terlebih dahulu dan berstatus Non Covid-19. Mahalnya biaya
test tersebut secara mandiri hingga jangka waktu pengunaan yang hanya

berduarasi 14 hari akan membuat masyarakat terutama bagi kalangan

4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020
> Kabar Berita Portal Surabaya 28 Juli 2020, Tyan
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pekerja yang sering masuk ke Kota Surabaya harus melakukan nya
secara berulang dan berkelanjutan secara rutin dan terhambat masa
berlaku hasil yang sangat terbatas. Tidak hanya hasil yang terbatas,
kualitas dari hasil Rapid Test tersebut sering ditemukan ketidak akuratan
hasil. Dalam hal ini, hak atas informasi masyarakat terlanggar karena
adanya kesimpangsiuran dan ketidakjelasan mengenai harga yang
diterapkan untuk melakukan test tersebut, tidak hanya rumah sakit,
beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mengadakan Rapid
Test dengan harga yang tidak wajar. Selain itu, ada biaya-biaya tambahan
yang membuat harga tes di setiap instansi berbeda, misalnya cara
pengambilan sampel darah, alat pelindung diri (APD) petugas dan lain-
lain. Rapid Test, merupakan penapisan awal dalam pendeteksian Covid-
19, yang hasil pemeriksaan nya harus tetap dikonfirmasi melalui
pemeriksaan PCR, apalagi jika hasil Rapid Testnya tergolong reactive,
maka akan dilanjutkan dengan SWAB Test di tenggorokan dan dihidung
untuk detail virusnya.

Pemberlakuan jam malam juga akan berpotensi melanggar hak,
terutama bagi pedagang kecil atau pekerja informal yang sedang mencari
penghidupan untuk kebutuhan sehari-harinya dimalam hari, selain itu
dasar hukum yang dipakai dalam penerapan jam malam tidak
mempunyai dasar hukum yang jelas karena membatasi mobilisasi

aktifitas masyarakat layaknya penerapan ini. Dalam Pasal 25 A yang
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mengatur jam malam, diatur tanpa batas waktu dimulai pukul 22.00 WIB
sampai waktu yang belum ditentukan.®

Lalu orang yang berboncengan dijelaskan dalam pasal 24 tidak
boleh naik atau mengendarai sepeda motor, penulis juga yakin bahwa
tidak semua warga Kota Surabaya memiliki mobil. Jika naik sepeda
motor berboncengan harus dibuktikan dengan adanya atau membawa
KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan harus satu keluarga. Pekerja Ojek
Online sudah menjadi daya Tarik sendiri bagi berbagai lapisan
masyarakat, khususnya masyarakat yang cenderung memiliki
keterbatasan ekonomi kebawah yang pendapatannya belum pasti. Nasib
transportasi berbasis aplikasi atau ojek online ini juga cukup terpengaruh
dengan kondisi wilayah Kota Surabaya yang masuk dalam kategori zona
merah. Dengan kondisi saat ini, otomatis ojek online juga tidak
diperbolehkan untuk membawa penumpang seperti biasanya. Sebagai
gantinya, driver ojek online hanya diperbolehkan untuk mengantar
makanan ataupun barang yang mana hal itu cukup terbatas. Kondisi
seperti inilah yang membuat pendapatan dari para pengendara ojek
online diwilayah zona merah di Kota Surabaya mengalami penurunan
yang cukup signifikan. Meski diperbolehkan untuk mengantarkan barang
ataupun makanan, tetapi hal tersebut tetap tidak bisa menggantikan

pendapatan dari mengantar penumpang seperti biasanya.

& Ahamd Zaimul Hag,*“Surabaya resmi terapkan jam malam pada fase New Normal”-
https://regional.kontan.co.id/news/surabaya-resmi-terapkan-jam-malam-pada-fase-new-
normal?page=all dikutip pada 26 November 2020 : 23.28 WIB.



https://regional.kontan.co.id/news/surabaya-resmi-terapkan-jam-malam-pada-fase-new-normal?page=all
https://regional.kontan.co.id/news/surabaya-resmi-terapkan-jam-malam-pada-fase-new-normal?page=all

62

Pendapatan yang tidak menentu perharinya membuat sulitnya
melakukan penyimpanan uang untuk keesokan harinya, ditambah lagi
dengan adanya keputusan WFH (Work From Home) dan PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh Pemerintah dalam waktu
kurang lebih selama dua pekan. Berkurangnya pengguna kendaraan
umum, masyarakat yang memiliki kebutuhan diluar rumah dan
berkurangnya peminatan dalam pengunaan jasa ojek online diibaratkan
sebagai hal yang paling merugikan. Hal ini yang membuat pendapatan
ojek online berkurang dan binggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari mereka.

Dikutip dari artikel online “Limitasi aktivitas diruang publik
seperti ini akan berdampak pada penghasilan masyarakat, terutama
mereka yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Tekanan ekonomi
juga semakin parah dengan fakta bahwa ribuan buruh perempuan
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama wabah Covid-19
ini. Desakan ekonomi dikala pandemi seperti ini tidak tertahankan,
bahkan cenderung melonjak naik. Beberapa orang melakukan panic
buying atau penimbunan barang yang berpengaruh pada lonjakan harga
barang-barang rumahan, termasuk bahan pokok seperti beras dan gula.
Hal ini tentu semakin menyulitkan masyarakat kelompok bawah yang
kehilangan penghasilan di masa seperti ini. Tidak adanya jaminan
ekonomi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat kelas bawah
membuktikan  bahwa adanya kegagalan Pemerintah  dalam

menanggulangi kasus ini.
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Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan  Kesehatan, sudah dijelaskan bahwa kegiatan
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah,
dan atau masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa
ada insetif dan solusi ekonomi yang jelas, tidak akan berdampak
positif.”’

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Wilayah menjelaskan dalam Pasal 4 bahwa Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi Kesehatan
masyarakat dari penyakit atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Lalu dalam Pasal 5 Ayat 1
menjelaskan  bahwa Pemerintah  Pusat bertanggung jawab
menyelengarakan kekarantinaan Kesehatan di Pintu masuk dan
diwilayah secara terpadu, dan dalam ayat 2 menjelaskan dalam
penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemerintah pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Dan di
Pasal 6, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
terhadap Kketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam

penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan.

" Sugandi”Disayangkan,Penerapan PSBB Tak Diimbangi Jaminan Ekonomi Bagi
Masyarakat” https://realitarakyat.com/2020/04/14/disayangkan-penerapan-pshb-tak-
diimbangi-jaminan-ekonomi-bagi-masyarakat/ (diakses pada 17 Desember — 06.05 WIB)



https://realitarakyat.com/2020/04/14/disayangkan-penerapan-psbb-tak-diimbangi-jaminan-ekonomi-bagi-masyarakat/
https://realitarakyat.com/2020/04/14/disayangkan-penerapan-psbb-tak-diimbangi-jaminan-ekonomi-bagi-masyarakat/
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Undang-Undang  Kekarantinaan  Kesehatan  sebenarnya
memberikan empat perintah pembentukan Peraturan Pemerintah yaitu :

1. Tata cara Pemerintah Pusat untuk menetapkan dan mencabut

kedaruratan kesehatan masyarakat.

2. Penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat.

3. Tata cara pengenaan sanksi administrative.

4. Kiriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah,

karantina rumah sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB)

Bila pemerintah berkomitmen serius untuk menjalankan Undang-
Undang Kekarantinaan Kesehatan, maka seharusnya Peraturan
Pemerintah dibentuk untuk memuat keempat substansi diatas, terlepas
dari apakah sebaiknya pemerintah membentuk empat Peraturan
Pemerintah atau satu Peraturan Pemerintah saja tetapi memuat empat
materi sekaligus. Peraturan Pemerintah PSBB (Pembatasan Sosial
Berskala Besar) terlihat terburu-buru dibuat, sehingga pengaturannya
cukup sederhana, tidak seperti Peraturan Pemerintah pada umumnya.
Pengaturan yang ada bahkan berisi pengulangan norma-norma yang ada
di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Untuk keberlangsungan
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dimasa yang akan datang,
sebaiknya pemerintah segera mempersiapkan Peraturan Pemerintah
dengan lebih baik dengan cara memuat keseluruhan perintah yang telah
secara tegas ditentukan Undang-Undang dan menyusun norma

hukumnya dengan norma bersifat umum, abstrak dan dapat berlaku terus



65

menerus. Selain itu karena Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan
telah memberikan Batasan waktu dalam pembentukan Peraturan
Pemerintah yang diperintahkan harus selesai sebelum 2021, maka tugas
pemerintah adalah menyelesaikan Peraturan Pemerintah yang dimaksud
dalam satu tahun kedepan.®

Berbeda halnya dengan Karantina Wilayah, dimana tindakan ini
secara implementasinya di masyarakat tentu memiliki daya paksa yang
lebih kuat. Hal ini bisa dilihat, apabila suatu wilayah dikarantina, aturan-
aturan yang diberlakukan sangat jelas seperti wilayah tersebut akan
diberikan semacam garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat
yang berwenang. Pada saat karantina tersebut berlaku, warga masyarakat
tidak boleh lagi untuk keluar masuk wilayah tersebut.

Seperti yang sudah diketahui, dalam hukum pada dasarnya adalah
dari kemauan publik, jadi tidak hanya sekedar hukum dalam pengertian
saja. Sociological Jurisprudence juga menunjukan adanya kesepakatan
yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan dari
masyarakat hukum untuk terciptanya kepsastian hukum (positivism law)
dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya pernanan
masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.® Roscoe
Pound dengan teorinya yaitu “Law as a tool of social engineering” atau

hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat.

8 Fitriani Ahlan S,”PP Inikah Yang Kita Harapkan Untuk Menangani Covid-19 Di
Indonesia” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a13602bad/pp-inikah-yang-
kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh--fitriani-ahlan-sjarif?page=3
(diakses pada 18 Desember 2020 — 13.57 WIB)

® Munir Fuadi,”Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum”(Jakarta : Kencana
Prennamedia Group,2013), HIm.248.



https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a13602bad/pp-inikah-yang-kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh--fitriani-ahlan-sjarif?page=3
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a13602bad/pp-inikah-yang-kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh--fitriani-ahlan-sjarif?page=3
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Dalam istilah ini, hukum dapat diharapkan berperan merubah nilai-nilai
sosial dalam masyarakat. Sedangkan menurut pendapat Mochtar
Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan
masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya,
alasannya oleh karena lebih menonjolnya Perundang-Undangan dalam
proses pembaharuan hukum di Indonesia dan ditolaknya aplikasi
mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan
mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang
banyak ditentang di Indonesia.®

Harus disadari dan diwaspadai bahwa penyebaran Covid-19 ini
sudah dinyaakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health
Organization (WHO) adalah sebagai pandemi pada sebagian besar
negara-negara seluruh dunia, termasuk didalamnya yaitu Indonesia.
Virus ini terus menunjukan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah
menimbulkan banyak korban jiwa dan juga kerugian material yang
sangat besar sehingga berimplikasi pada aspek lainnya seperti sosial,
politik dan kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu, implikasi dari
dampak pandemi ini yaitu terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi
nasional, adanya penurunan dari penerimaan negara, dan terjadi
peningkatan belanja negara serta dari segi pembiayaan nya sehingga
diperlukan berbagai upaya dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah

untuk berupaya lebih keras dalam melakukan tindakan penyelamatan

10 Mochtar Kusumaatmadja,”Hukum Masyarakat, dan Pembangunan”(Bandung :
Binacipta, 2005) HIm.62.
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kesehatan serta penyelamatan perekonomian nasional dengan difokuskan
pada upaya belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman nasional serta
pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat
yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini.

“Salus Populi Suprema Lex — Keselamatan rakyat adalah hukum
yang tertinggi”!!. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,
pencegahan penyebaran virus Covid-19 saat ini menjadi prioritas kerja
pemerintah, karena mereka memiliki kewajiban untuk mengutamakan
keselamatan masyarakat luas dan melindungi segenap warga negaranya.
Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan beserta
aturan yang lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, terdapat persyaratan untuk
menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat yaitu adanya penetapan
kementrian Kesehatan untuk menerapkan PSBB, bagi wilayah yang
mengajukannya. Ketentuan ini memberlakukan sanksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 34 Peraturan Walikota (Perwali) ini dianggap tidak
sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur
Perundang-Undangan yang dapat memuat sanksi hanya Undang-Undang

atau Perpu dan Perda, sehingga produk hukum Perwali tidak bisa memuat

11 https://www.instagram.com/p/B986dr7JIR0/?igshid=1xI5amgtlxhfj Dikutip dari
Postingan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Republik Indonesia.,Pada tanggal (1 Desember 2020) pukul 09.36 WIB.
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sanksi. Karena pada hakikatnya pemberlakuan sanksi adalah
pengurangan hak masyarakat yang mana harus diatur dalam ketentuan
yang melibatkan masyarakat dalam hal yang sudah tertuang di Perda.*?

Kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) disejumlah kota dan dearah di Indonesia saat ini
sedang memperpanjang pelaksanaannya, namun realita nya di lapangan,
pelaksanaan pemberlakuan tersebut dinilai masih kurang maksimal.
Masih banyak yang berkerumun ditempat keramaian tanpa melakukan
physical distancing atau berjaga jarak dibeberapa tempat. Hal ini tentu
sangat berbahaya sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa warga
masyarakat. keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi hal
yang utama ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum bisa
dipastikan kapan akan berakhir.

Apabila opsi yang dipilih kemudian hari adalah PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang akan menjadi problematika,
maka dalam problematika yuridis yang sudah diketahui Bersama,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, mensyaratkan bahwa sebelum
presiden menetapkan darurat kesehatan, perlu terlebih dahulu
menetapkan syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan
darurat kesehatan melalui Peraturan Pemerintah. Setelah itu, barulah

dirumuskan krieteria dan metode pelaksanaan karantina rumah, karantina

12 Media PortaL Surabaya : Julian Romadhon, 19 Juli 2020. https://portalsurabaya.pikiran-
rakyat.com/nasional/pr-22603105/merugikan-buruh-pemkot-surabaya-harus-mencabut-

perwali-no-33-tahun-2020?page=2 di akses pada 27 November 2020, 00.33 WIB.
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wilayah, karantina rumah sakit dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala

Besar) sebagai salah satu tindakan dalam keadaan darurat.

B. PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP
PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA
SURABAYA PASCA PSBB NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TATANAN NEW NORMAL

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Figh Siyasah antara
lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana
kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan
menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa
pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Konsep
Figh Siyasah yang digunakan yaitu dengan menggunakan Wazir al-
tafwidh yang berarti Lembaga tinggi negara bisa disebut juga pembantu
utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang
pemerintahan, tanpa adanya internvesi dari pihak manapun dalam
menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi terkait
indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Wazir Al-Tafwidh penulis analogikan sebagai Lembaga tinggi
negara atau Lembaga negara independent yang setingkat dengan
Lembaga negara yang ada di Indonesia dalam hal Pemerintah Kota
Surabaya yang dipimpin oleh Walikota Surabaya, yang mempunyai

kewenangan otonomi daerah yang mengurus atau diberi kewenangan
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dari pemerintah pusat untuk mengurus otonomi daerahnya sendiri yaitu
Kota Surabaya.

Pengangkatan Wazir al-tafwidh diangkat langsung oleh Khalifah
atau Kepala Negara yang memberikan kebijakan-kebijakan
pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat
kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan,
membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan.
Namun jabatan Wazir al-tafwidh yang tertinggi adalah memberi
pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah
pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki
kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang
dilakukan dalam pemerintahan. Dalam pelaksanaan kekuasaan Wazir
tafwidh yang merupakan pembantu utama kepala negara dengan
kewenangan atau kuasa, untuk melaksanakan kebijkasanaan-
kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara. Wazir tafwidh
adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan
tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor.33 Tahun 2020,
Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan peraturan tersebut sebagai
perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi Covid-19 di
Surabaya. Hal ini disebabkan munculnya virus baru yaitu Corona atau
Covid-19, Corona Virus sendiri merupakan keluarga besar virus yang

menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Covid-19 disebabkan
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oleh SARS-COV?2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang
sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya saja berbeda jenis
virusnya. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita Covid-19 melalui
tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin.
Kemudian jika ada seseorang yang menyentuh benda yang sudah
terkontaminasi dengan droplet tersebut kemudian orang itu menyentuh
mata, hidung atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi Covid-19.

Orang yang terinfeksi virus Covid-19 dan influenza akan
mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam,
batuk dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebabnya berbeda,
sehingga Kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut.
Bagi setiap orang yang menderita demam,batuk dan sulit bernafas sangat
direkomendasikan ~ untuk  segera mencari  pengobatan  dan
memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan
perjalanan dari luar wilayah domisili.

Dibuatnya Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 di
Surabaya ini bertujuan agar memutus penularan Covid-19, tapi pada
kenyataan nya masyarakat belum sepenuhnya mematuhi protokol
Kesehatan dalam memutus mata rantai penularan wabah virus ini. Hal ini
terbukti dalam acara Peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) ke-75
Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di sejumlah daerah, kegiatan
tersebut disalah artikan dengan perayaan besar-besaran tanpa
menerapkan protokol kesehatan. Ketidakpatuhan masyarakat yang tidak

memakai protokol Kesehatan, juga disebabkan dari sikap pemerintah
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yang kurang tegas. “Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Masholih
—Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”.3

Menurut pengamatan penulis, sebagian kecil masyarakat atau
warga Kota Surabaya rela tertular Virus Corona agar ekonominya tidak
terganggu. Masyarakat yang seperti ini adalah kelompok yang rela
tertular, maka dari itu mereka harus mendapat perhatian serius dari
Pemerintah Kota Surabaya, terutama dengan memperhatikan
kesejahteraan ekonomi mereka. Karena hal seperti inilah, masyarakat
atau kelompok warga yang rela tertular memiliki kemungkinan besar
untuk menjadi penyebar Covid-19 aktif, yang mana mereka
kemungkinan untuk berpersepsi kebutuhan ekonomi jauh lebih penting
daripada faktor kesehatan.

Dikutip dari laman Tirto.id, 59 persen dari total 2.895 responden
warga Kota Surabaya memiliki persepsi risiko yang rendah terhadap
penularan virus Covid-19 ini. Maksud persepsi rendah adalah, mereka
yang menganggap kecil hingga sangat kecil kemungkinan terpapar virus
tersebut. Riset juga menyebut, Kota Surabaya belum siap untuk
menerapkan kehidupan normal baru atau yang disebut dengan istilah

New Normal. Dari skala lima, tingkat kesiapan masyarakat Kota

Surabaya dalam menghadapi kelaziman baru hanya sebesar 3.42, angka

13 https://www.instagram.com/p/B986dr7JIR0/?igshid=1xI5amgtlxhfj Dikutip dari
Postingan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Republik Indonesia.,Pada tanggal (1 Desember 2020) pukul 10.09 WIB.
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tersebut masih dibawah kategori siap, dimana kategori siap mempunyai
skor 5.1

Dalam catatan satgas, ada lima kota dengan laju kematian
tertinggi di Indonesia perSeptember 2020, yakni :

1. Kota Surabaya (35,96 per 100.000 penduduk);

2. Kota Semarang (31,71 per 100.000 penduduk);

3. Jakarta Pusat (29,78 per 100.000 penduduk);

4. Kota Manado (23,03 per 100.000 penduduk);

5. Kota Mataram (22,98 per 100.000 penduduk).’®

Dilihat dari angka kematian diatas, seharusnya Pemerintah Kota
Surabaya harus menekan laju kematian dan meminta kembali agar
masyarakat turut serta membantu menekan angka tersebut.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menegaskan adanya delapan hak yang dipunyai
daerah dalam menyelenggarakan otonomi dan lima belas kewajiban yang
dimiliki oleh daerah dan diatur dalam pasal 2, salah satu diantaranya
adalah : a.) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan
kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. b.) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. c.)
Mengembangkan kehidupan demokrasi. d.) Menyediakan fasilitas

pelayanan Kesehatan. e.)Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum

14 Bambang S,”Kasus DKI-Surabaya Meningkat Saat Warga PD,Tak Tertular
Corona”https://tirto.id/kasus-dki-surabaya-meningkat-saat-warga-pede-tak-tertular-corona-
fSKH diakses pada (1 Desember 2020), pukul 07.50 WIB.

5bid.
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yang layak. f.) Mengembangkan sistem jaminan sosial, dan beberapa
kewajiban yang lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undnang Nomor.6 Tahun 2018,
Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar
atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat
yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat.
Didalam Pasal 7,8 dan 9 Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2018 juga
disebutkan Hak dan Kewajiban saat penyelenggaraan karantian
kesehatan yaitu : Pasal 7 : “Setiap orang mempunyai hak memperoleh
perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”,
Pasal 8 : “Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan
kebutuhan hidup sehari-hari lainnya selama karantina” , Pasal 9 ayat (1
dan 2): “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan
kesehatan dan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Dalam hal ini, cukup banyak hak masyarakat atau warga Kota
Surabaya yang sepertinya belum terpenuhi. Salah satu kebijakan itu
adalah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat
yang terdampak. Dalam kebijakan ini, beragam bantuan berupa uang
tunai belum sepenuhnya merata dikucurkan pemerintah selama masa
pandemi yang telah berlangsung lebih dari Sembilan bulan, sejak kasus

pertama di Indonesia yang diumumkan pada bulan Maret. Bantuan BLT
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(Bantuan Langsung Tunai) ini seharusnya diberikan untuk masyarakat
yang terdampak agar memulihkan perekonomian sosial.

Semua orang bisa menjadi pemimpin , namun tidak semua orang
mampu menjadi pemimpin yang adil. Sebab pemimpin yang adil
merupakan pemimpin yang didambakan oleh rakyatnya. Pemimpin yang
adil akan mampu membawa kebaikan bagi orang yang dipimpinnya.
Terlebih lagi sebagai pemimpin negara, orang yang dipercaya memimpin
rakyatnya, keadilan adalah sebuah harapan terbesar bagi rakyat. Dalam
Al-Qur’an juga sudah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 90 dan surah

Ali Imron ayat 104 dan 110 yang membahas tentang berbuat kebaikan.

z .
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90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.'®
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104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.’

16 Terjemah Kemenag 2002 Qur’an Surat An-Nahl,ayat 90.
17 Terjemah Kemenag 2002 Qur’an Surat Ali Imron,ayat 104.
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110. Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli
Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada
yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.®
Dalam hal ini, sesungguhnya Allah SWT telah menyuruh kalian
atau kita untuk berlaku adil, bertauhid dan berbuat kebaikan, juga
menuanaikan fardu-fardu atau hendaknya menyembah Allah SWT,
seolah-olah melihat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadist
bantuan kepada kaum kerabat. Mereka disebutkan secara khusus sebagai
pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu, dan Allah
SWT pun melarang perbuatan keji dan kemungkaran berupa perbuatan
kekafiran dan kemaksiatan. Allah memerintahkan para hamba-nya untuk
berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan, Allah juga menyuruh
mereka untuk selalu menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan
mengutamakan yang terbaik. Allah memerintahkan mereka untuk
memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabatsebagai cara untuk
memperkokoh ikatan kasih saying antar sesame. Lafal Al-Baghyu juga
disebutkan secara khusus sebagai pertanda bahwa (ia) harus lebih

dijauhi; dan demikian pula halnya dengan penyebutan lafal Al-Fahsyaa

(Memberi pengajaran pada kalian) mengambil pelajaran dari hal tersebut.

18 Terjemah Kemenag 2002 Qur’an Surat Ali-lmron, ayat 110.
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Suatu Riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan,
bahwa ayat ini (Ayat An-Nahl,90) adalah ayat yang paling padat
mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan
dalam Al-Qur’an.?®

Lalu, menurut surat Ali-Imron ayat 104, jalan terbaik untuk
bersatu dalam kebenaran dibawah naungan Al-Qur’an dan Rasul, adalah
dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia
dan akhirat, lalu menyerukan kewajiban mendorong manusia pada
kebaikan Bersama dan mencegah kejahatan. Dan dalam surat Ali-Imron
ayat 110 dikatakan, mereka adalah umat terbaik karena mereka
menyempurnakan diri mereka dengan iman yang menghendaki untuk
melaksanakan segala perintah Allah SWT, dan karena mereka
menyempurnakan pula orang lain dengan mengajak berbuat ma’ruf dan
mencegah yang munkar, atau dengan kata lain mengajak manusia kepada
Allah untuk berjihad dan mengarahkan kemampuan untuk

mengembalikan mereka dari kesesatan dan kemaksiatan.?°

19 Wisnu Manupraba,’Diskusi Tafsir Quraish Shihab dan Tafsir Jalalayn(Jakarta :
2015)HIm.363
20 |bid.57



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada
bab-bab sebelumnya , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dikeluarkannya Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 33 Tahun 2020,
oleh Walikota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini sampai sekarang masih
menjadi permasalahan panjang bagi warga Kota Surabaya. Terutama
dalam Pasal 12 Ayat(2) huruf F; Pasal 15 Ayat (3) huruf K; Pasal 16
Ayat (3); Pasal 18 Ayat (3); Perubahan pada Pasal 20; Pasal 24 Ayat
(2) huruf E dan Ayat (6) huruf A; dan Pasal 34, masih belum cukup
efektif untuk produktivitas warga Kota Surabaya karena masih banyak
nya warga yang enggan menerapkan protokol kesehatan, salah satu nya
physical distancing, pemberlakuan jam malam dan PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar). Para warga Kota Surabaya ingin menuntut
Walikota untuk mencabut Perwali tersebut, karena peraturan ini
dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011, yang sudah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perundang-Undangan yang dapat
memuat sanksi, sehingga produk hukum Perwali (Peraturan Walikota)
tidak bisa memuat sanksi. Karena pada hakikatnya pemberlakuan
sanksi adalah pengurangan hak masyarkat yang mana harus diatur
dalam ketentuan yang melibatkan masyarakat dalam hal yang sudah

tertuang di Peraturan Daerah.
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2. Ditinjau dalam Figh Siyasah masuk Siyasah Dustiiriyah dalam konsep
Wizarah yang dibagi lagi kedalam Wazir Al-Tafwidh karena Perwali
(Peraturan Walikota) ini dibentuk melalui keputusan Walikota Kota
Surabaya sebagai Pemrintah di tingkat kota. Dengan menggunakan
teori tugas dan wewenang wazir tafwidh maka dapat dikorelasikan
dengan kekuasaan yang mempertanggung jawabkan kekuasaanya pada
Walikota untuk menyelesaikan setiap kasus pasca PSBB (Pembatasan

Sosial Berskala Besar) yang belum selesai atau terpenuhi.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada
perubahan yang cukup signifikan dalam Peraturan Walikota Surabaya,
dimana hal ini diharapkan terwujudnya keadilan Hak Asasi Manusia
dan penanganan dampak pasca pemberlakuan PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar) demi tercapainya sistem ketatanegaraan yang
baik dan sesuai.

2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini maka nantinya akan
memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk lebih
banyak tahu tentang penelitian terkait Dampak Pasca PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam Peraturan Walikota Nomor
33 Tahun 2020, yang nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh

pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.
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